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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berlrdasarkan urlraian perlmbahasan di atas, maka dapat ditarik kerlsimpurllan 

serlbagai berlriku rlt: 

1. Implermerntasi pernanganan perrkara tindak pidana kercerlakaan lalur lintas 

akibat kerlalaian perngerndara kerndaraan tidak berrmotor dan pernggurna jalan 

sampai saat ini masih mernggurnakan kerternturan mernurrurt Urndang-Urndang 

LLAJ dan Perrmernhurb Nomor 45 Tahurn 2020, namurn kerbijakan terrserburt 

masih berlu rm mermernurhi prinsip keradilan dalam mernangani perrkara tindak 

pidana kercerlakaan lalur lintas, hal ini karerna pihak kerpolisian masih 

mermiliki anggapan bahwa yang merngalami lurka (baik ringan, berrat, 

maurpurn merninggal durnia) merrurpakan korban, namurn tidak dilihat bahwa 

yang mernyerbabkan terrjadinya kercerlakaan lalur lintas terrserburt adalah yang 

merngalami lurka terrserburt. Kercerlakaan lalur lintas yang merlibatkan kerndaraan 

tidak berrmotor serperrti serperda listrik yang dikerndarai di jalan raya saat ini 

merlanggar Pasal 4 ayat (1) dan (2), serrta Pasal 5 ayat (1) Perrmernhu rb Nomor 

45 Tahurn 2020, bahwa pernggurnaan serperda listrik diperrbolerhkan digurnakan 

olerh anak yang berrursia minimal 12 tahurn sampai derngan 15 (lima berlas) 

tahurn wajib didampingi olerh orang derwasa. Serdangkan fakta di lapangan 

mernurnjurkan bahwa kercerlakaan lalur lintas perngerndara serperda listrik yang 
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dikerndarai olerh anak berrursia kurrang dari 12 (dura berlas) tahurn sama serkali 

tidak didampingi orang derwasa. Serdangkan kercerlakaan lalur lintas yang 

merlibatkan pernggurna jalan serperrti kercerlakaan yang diakibatkan kerlalaian 

pernggurna jalan yang ingin mernurmpang trurk, yang mermbahayakan dirinya 

serndiri dermi kontern ataurpurn dermi merndapatkan turmpangan gratis, namurn 

perngerndara kerndaraan berrmotor, serperrti trurk, tertap akan dilihat serbagai 

pihak yang lalai ataur tidak hati-hati, apalagi jika kercerlakaan terrserburt 

mernyerbabkan kermatian. 

2. Rerformurlasi kerbijakan hurkurm pidana dalam perrkara tindak pidana 

kercerlakaan lalur lintas akibat kerlalaian perngerndara kerndaraan tidak berrmotor 

dan pernggurna jalan di masa yang akan datang, yaitur derngan cara 

mernyisipkan pasal barur yaitur Pasal 310A dan 310B di antara Pasal 310 dan 

311 Urndang-Urndang LLAJ, serrta pasal barur yaitur Pasal 311A dan 311B di 

antara Pasal 311 dan 312 Urndang-Urndang LLAJ, yang merngaturr merngernai 

sanksi pidana bagi sertiap orang yang merngermurdikan kerndaraan tidak 

berrmotor ataur perjalan kaki/pernggurna jalan yang karerna kerlalaiannya 

merngakibatkan kercerlakaan lalur lintas derngan kerrursakan kerndaraan dan/ataur 

barang, korban lurka ringan, lurka berrat, maurpurn merninggal durnia, derngan 

pidana pernjara yang disersuraikan derngan akibat dari kerlalaiannya terrserburt, 

baik kerru rgian kerndaraan/barang, lu rka ringan/berrat maurpurn merninggal 

durnia. Rerformurlasi Urndang-Urndang LLAJ derngan mernyisipkan pasal barur 

terrserburt serbagai adanya pernguratan dalam Urndang-Urndang LLAJ, serrta 
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pernergakan hurkurm terrurtama adanya erferk jerra dalam perrtimbangan hurkurman 

ataur sanksi pidana yang dijaturhkan, adanya aturran yang merngaturr merngernai 

diburturhkannya erdurkasi dan kersadaran purblik yang dilakurkan olerh pernergak 

hurkurm, adanya kerbijakan yang merngaturr permberrian sanksi sercara 

proporsional, adanya kerbijakan ataur perraturran berrsama yang diburat olerh 

lermbaga lergislatif, erkserkurtif dan aparat pernergak hurkurm dalam urpaya 

pernanggurlangan kercerlakaan lalur lintas akibat kerlalaian perngerndara 

kerndaraan tidak berrmotor dan pernggurna jalan, dan diperrlurkan adanya aturran 

merngernai kerwajiban ervalurasi dan permantauran sercara berrkala terrhadap 

kerbijakan yang diburat. 

 

B. Saran 

Serlsurlai derlngan kerlsimpurllan di atas maka dirurlmurlskan saran-saran serlbagai 

berlrikurlt: 

1. Untuk memberikan Lembaga legislatif mereformulasi UU LLAJ yang 

memenuhi asas keadilan, salah satunya dengan cara menambah atau 

menyisipkan pasal-pasal baru dalam UU LLAJ yang mengatur mengenai 

sanksi bagi pengendara kendaraan tidak bermotor dan pengguna jalan, 

sehingga sanksi pidana terhadap pengendara kendaraan tidak bermotor dan 

pengguna jalan yang melakukan kelalaian dan mengakibatkan terjadinya 

lakalantas dapat memberikan efek jera. Serta mencegah terjadinya 

ketidakadilan bagi pengendara kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan 

dengan pengendara kendaraan tidak bermotor dan pengguna jalan, sebab 
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selama ini yang menjadi tersangka adalah pengguna kendaraan bermotor 

yang terlibat kecelakaan, sedangkan yang melakukan tindak pidana 

kelalaian tersebut hanya menjadi dijadikan sebagai korban. 

2. Untuk mewujudkan sanksi pidana yang ideal bagi pengendara kendaraan 

tidak bermotor dan pengguna jalan yang melakukan kelalaian 

mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka Lembaga Legislatif 

diharapkan dapat mereformulasi kebijakan yang ada dalam Undang-

Undang LLAJ dengan cara menyisipkan pasal baru yang mengatur 

mengenai sanksi pidana atas kelalaian pengendara kendaraan tidak 

bermotor dan pengguna jalan. 


